MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

7) an Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

251/BUA.2/KP4.1.3/11/2024 Jakarta, 23 Februari 2024
Biasa
Lampiran :  Satu Lembar
Hal Dokumen Kelengkapan Pengangkatan Jabatan
Fungsional APK APBN dan PK APBN
Yth. Para Pejabat Administrator dan Pengawas di bidang kepegawaian
(Daftar Satuan Kerja Terlampir)
di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Nomor S-214/PB/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Rekomendasi Pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional
Pranata Keuangan APBN melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain Tahun

2023, dan sehubungan akan diterbitkannya surat keputusan pengangkatan melalui

perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan

APBN dan Pranata Keuangan APBN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1.

bahwa berdasarkan surat Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
3352/SEK/PENG.KP1.1/X1/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Seleksi Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Dan Pranata Keuangan APBN
Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya Tahun 2023, huruf B angka 1 (satu) poin | disyaratkan
sedang ditugaskan dan/atau sedang menduduki jabatan dalam sub unsur JF PK

APBN (sebagai PPK, PPSPM, dan Bendahara) atau JF APK APBN (sebagai PPK dan
PPSPM);

. bahwa berdasarkan angka 1 (satu), maka pegawai yang akan diangkat sebagai

pejabat fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan
APBN wajib memiliki Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang
penugasan dan/atau penunjukan sebagai pengelola keuangan (PPK, PPSPM, atau
Bendahara) tahun 2024 yang masih berlaku.




Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon untuk mengunggah Surat
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang penugasan dan/atau penunjukan sebagai
pengelola keuangan (PPK, PPSPM, atau Bendahara) tahun 2024 yang masih berlaku
paling lambat tanggal 29 Februari 2024 melalui link https:/bit.ly/UnggahSKKPA. Adapun
petunjuk teknis dan tata cara unggah sebagaimana terlampir (Lampiran [).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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Tembusan:

1. PIt. Sekretaris Mahkamah Agung;

2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi;
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi; dan

4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait.
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Lampiran
Surat PIt. Kepala Biro Kepegawaian

Nomor : 251/BUA.2/KP4.1.3/11/2024
Tanggal : 23 Februari 2024

DAFTAR SATUAN KERJA

Mahkamah Syar'iyah Aceh
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren
Mahkamah Syariyah Jantho
Mahkamah Syar iyah Kuala Simpang
Mahkamah Syar'iyah Meureudu
Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong
Mahkamah Syar'iyah Takengon
Pengadilan Agama Arga Makmur
Pengadilan Agama Bandung
Pengadilan Agama Bangko
Pengadilan Agama Banjarmasin
Pengadilan Agama Bantul
Pengadilan Agama Batang
Pengadilan Agama Bekasi
Pengadilan Agama Belopa
Pengadilan Agama Bima

Pengadilan Agama Bogor
Pengadilan Agama Bontang
Pengadilan Agama Boyolali
Pengadilan Agama Bungku
Pengadilan Agama Cikarang
Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

Pengadilan Agama Denpasar
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Pengadilan Agama Dompu
Pengadilan Agama Donggala
Pengadilan Agama Garut
Pengadilan Agama Gedong Tataan
Pengadilan Agama Gresik
Pengadilan Agama Gunung Sitoli
Pengadilan Agama Jakarta Utara
Pengadilan Agama Jayapura
Pengadilan Agama Jombang
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Pengadilan Agama Kalianda
Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Kendari
Pengadilan Agama Kepahiang
Pengadilan Agama Klaten
Pengadilan Agama Kota Cimabhi
Pengadilan Agama Kotamobagu
Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Pengadilan Agama Lasusua
Pengadilan Agama Lebong
Pengadilan Agama Lewoleba
Pengadilan Agama Lubuk Basung
Pengadilan Agama Luwuk
Pengadilan Agama Magetan
Pengadilan Agama Majalengka

Pengadilan Agama Makale
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Pengadilan Agama Makassar
Pengadilan Agama Manna
Pengadilan Agama Marabahan
Pengadilan Agama Martapura
Pengadilan Agama Masamba
Pengadilan Agama Mataram
Pengadilan Agama Metro
Pengadilan Agama Muara Enim
Pengadilan Agama Muara Sabak
Pengadilan Agama Mungkid
Pengadilan Agama Nanga Bulik
Pengadilan Agama Nanga Pinoh
Pengadilan Agama Ngamprah
Pengadilan Agama Ngawi
Pengadilan Agama Pacitan
Pengadilan Agama Pagar Alam
Pengadilan Agama Palembang
Pengadilan Agama Pangkalpinang
Pengadilan Agama Parepare
Pengadilan Agama Pasuruan
Pengadilan Agama Pati
Pengadilan Agama Pekalongan
Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pelaihari

Pengadilan Agama Pematang Siantar

Pengadilan Agama Praya



77 Pengadilan Agama Purbalingga
78 Pengadilan Agama Purwodadi

79 Pengadilan Agama Purwokerto
80 Pengadilan Agama Salatiga

81 Pengadilan Agama Sambas

82 Pengadilan Agama Sanggau

83 Pengadilan Agama Sekayu

84 Pengadilan Agama Selat Panjang
85 Pengadilan Agama Selong

86 Pengadilan Agama Sengeti

87 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
88 Pengadilan Agama Sidikalang

89 Pengadilan Agama Singkawang
90 Pengadilan Agama Situbondo

91 Pengadilan Agama Solok

92 Pengadilan Agama Sragen

93 Pengadilan Agama Subang

94 Pengadilan Agama Sukoharjo

95 Pengadilan Agama Sumbawa Besar
96 Pengadilan Agama Sumedang

97 Pengadilan Agama Sungai Penuh
98 Pengadilan Agama Sungai Raya
99 Pengadilan Agama Taliwang

100  Pengadilan Agama Talu

101  Pengadilan Agama Tanjung Balai

102  Pengadilan Agama Tanjung Pinang
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Pengadilan Agama Tanjungkarang
Pengadilan Agama Ternate
Pengadilan Agama Trenggalek
Pengadilan Agama Unaaha
Pengadilan Agama Wamena
Pengadilan Agama Wangi Wangi
Pengadilan Agama Watampone
Pengadilan Agama Wonogiri
Pengadilan Militer Il - 11 Yogyakarta
Pengadilan Militer Il - 18 Ambon
Pengadilan Negeri Ambon
Pengadilan Negeri Amlapura
Pengadilan Negeri Andoolo
Pengadilan Negeri Arga Makmur
Pengadilan Negeri Bandung
Pengadilan Negeri Bangkinang
Pengadilan Negeri Bangko
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Pengadilan Negeri Banjarmasin
Pengadilan Negeri Barru
Pengadilan Negeri Batam
Pengadilan Negeri Belopa
Pengadilan Negeri Bengkulu
Pengadilan Negeri Binjai
Pengadilan Negeri Bintuhan

Pengadilan Negeri Buol
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Pengadilan Negeri Cikarang
Pengadilan Negeri Demak
Pengadilan Negeri Denpasar
Pengadilan Negeri Donggala
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Pengadilan Negeri Idi

Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Pengadilan Negeri Jambi
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
Pengadilan Negeri Kalianda
Pengadilan Negeri Kasongan
Pengadilan Negeri Kendari
Pengadilan Negeri Kisaran
Pengadilan Negeri Koba
Pengadilan Negeri Kotabumi
Pengadilan Negeri Koto Baru
Pengadilan Negeri Kupang
Pengadilan Negeri Lamongan
Pengadilan Negeri Lasusua
Pengadilan Negeri Liwa
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Pengadilan Negeri Luwuk
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Pengadilan Negeri Magelang
Pengadilan Negeri Makale
Pengadilan Negeri Maros
Pengadilan Negeri Melonguane
Pengadilan Negeri Mentok
Pengadilan Negeri Metro
Pengadilan Negeri Meulaboh
Pengadilan Negeri Meureudu
Pengadilan Negeri Mojokerto
Pengadilan Negeri Muara Enim
Pengadilan Negeri Mukomuko
Pengadilan Negeri Mungkid
Pengadilan Negeri Pacitan
Pengadilan Negeri Palangkaraya
Pengadilan Negeri Palembang
Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
Pengadilan Negeri Pariaman
Pengadilan Negeri Parigi
Pengadilan Negeri Pasaman Barat
Pengadilan Negeri Pasarwajo
Pengadilan Negeri Pasuruan
Pengadilan Negeri Pati
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Pengadilan Negeri Pemalang
Pengadilan Negeri Ponorogo

Pengadilan Negeri Poso



181  Pengadilan Negeri Purwokerto
182  Pengadilan Negeri Rote Ndao
183  Pengadilan Negeri Salatiga

184  Pengadilan Negeri Sei Rampah
185  Pengadilan Negeri Selong

186  Pengadilan Negeri Semarang
187  Pengadilan Negeri Semarapura
188  Pengadilan Negeri Sengeti

189  Pengadilan Negeri Serang

190  Pengadilan Negeri Singaraja
191  Pengadilan Negeri Slawi

192  Pengadilan Negeri So-E

193  Pengadilan Negeri Sragen

194  Pengadilan Negeri Stabat

195  Pengadilan Negeri Sumedang
196  Pengadilan Negeri Tais

197  Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
198  Pengadilan Negeri Tanjung Selor
199  Pengadilan Negeri Tasikmalaya
200 Pengadilan Negeri Temanggung
201  Pengadilan Negeri Ternate

202  Pengadilan Negeri Unaaha

203  Pengadilan Negeri Ungaran

204  Pengadilan Negeri Waingapu
205  Pengadilan Negeri Wamena

206  Pengadilan Negeri Wangi Wangi



207  Pengadilan Negeri Watansoppeng

208  Pengadilan Negeri Wonosari

209  Pengadilan Negeri Yogyakarta

210 Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh

211  Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
212  Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
213  Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
214  Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
215  Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
216  Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
217  Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
218  Pengadilan Tinggi Agama Banten

219  Pengadilan Tinggi Agama Makassar

220  Pengadilan Tinggi Agama Mataram

221  Pengadilan Tinggi Agama Medan

222  Pengadilan Tinggi Agama Padang

223  Pengadilan Tinggi Agama Palembang

224  Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

225  Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

226  Pengadilan Tinggi Ambon

227  Pengadilan Tinggi Bandung

228  Pengadilan Tinggi Banjarmasin

229  Pengadilan Tinggi Bengkulu

230  Pengadilan Tinggi Jakarta

231  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

232  Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
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Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Pengadilan Tinggi Makassar

Pengadilan Tinggi Manado

Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Lampiran |
Surat PIt. Kepala Biro Kepegawaian

Nomor : 251/BUA.2/KP4.1.3/11/2024
Tanggal : 23 Februari 2024

PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA UNGGAH

A. Email
» Diisi menggunakan alamat email satuan kerja masing-masing.
B. Jenis SK Kuasa Pengguna Anggaran
» Dipilih salah satu “Kolektif atau Individu” sesuai dengan SK yang
diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja
masing-masing.
C. Nama Satuan Kerja
» Diisi sesuai dengan nama satuan kerja, contoh : Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
D. Upload Dokumen SK Kuasa Pengguna Anggaran
» Dokumen wajib dalam format PDF,;
» Ukuran file maksimal 1MB; dan

» SK Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024 yang masih berlaku.

CATATAN:
Apabila terdapat Jenis SK Kuasa Pengguna Anggaran Kolektif dan Individu
pada satuan kerja, silahkan mengisi data dan menggunggah dokumen

sebanyak 2 (dua) kali atau lebih.



